
B U P A T I B O M B A N A 
PROVINSI SULAWESI T E N G G A R A 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. bahwa da lam rangka meningkatkan kelancaran 

penyelenggaraan pemer intahan desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta 

guna menjamin kepast ian h u k u m dalam pengangkatan 

dan pemberhent ian perangkat desa, m a k a per lu adanya 

payung h u k u m sebagai pedoman da lam pengangkatan dan 

pemberhent ian perangkat desa; 

b. bahwa berdasarkan ke tentuan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 

43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, 

sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 

tentang Desa, serta ketentuan Pasal 13 Peraturan Menter i 

Da lam Negeri Nomor 83 T a h u n 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, 

Pemerintah Daerah mempunya i kewenangan mengatur 

pengangkatan dan pemberhent ian perangkat desa da lam 

Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan/ 

BUPATI BOMBANA, 
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Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 

dan Kabupaten Kolaka Utara d i Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

d iubah dengan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur 

Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

te lah beberapa ka l i d i u b a h te rakh i r dengan Undang-

Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 



245, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6573); 

7 Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang 

Admin is t ras i Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

d iubah beberapa ka l i t e rakh i r dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6321) 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6041); 

10 Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 

tentang Pemil ihan Kepala Desa (Berita Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 

d iubah dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 72 

T a h u n 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang 

Pemil ihan Kepala Desa (Berita Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 2092); / 



11 Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menter i 

Da lam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 

2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 

157); 

12 Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 83 T a h u n 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 5) sebagaimana te lah d i u b a h dengan Peraturan 

Menter i Da lam Negeri Nomor 67 T a h u n 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 

83 T a h u n 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2017 Nomor 1223); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

dan 

BUPATI BOMBANA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. / 



BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bombana. 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 

4. Kecamatan adalah wi layah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah. 

5. Camat adalah P impinan Kecamatan yang berada d i bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupa t i me la lu i Sekretaris 

Daerah. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memi l i k i 

batas wi layah yang berwenang u n t u k mengatur dan 

mengurus u r u s a n pemer intahan, kepent ingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

u s u l , dan/atau hak tradis ional yang d i a k u i dan d ihormat i 

da lam sistem pemer intahan Negara Kesatuan Republ ik 

Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n 

pemer intahan dan kepentingan masyarakat setempat 

da lam sistem pemer intahan Negara Kesatuan Republ ik 

Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d i b a n t u Perangkat 

Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunya i wewenang, tugas dan kewajiban u n t u k 

menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dar i Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dis ingkat 

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemer intahan yang anggotanya merupakan wak i l dar i 

p enduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah dan 

d i te tapkan secara demokrat is . 



11 . Perangkat Desa adalah u n s u r staf yang memban tu Kepala 

Desa da lam menyusun kebi jakan dan koordinas i yang 

d iwadahi da lam Sekretariat Desa, dan u n s u r p endukung 

tugas Kepala Desa da lam pelaksanaan kebi jakan yang 

d iwadahi da lam ben tuk pelaksana teknis dan u n s u r 

kewi layahan. 

12. Panit ia Pengawas adalah pani t ia pengawas pelaksanaan 

pengisian kekosongan Perangkat Desa yang berkedudukan 

d i t ingkat Kecamatan. 

13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan 

penjar ingan d a n penyaringan hingga pe lant ikan Perangkat 

Desa. 

14. Penjaringan Perangkat Desa adalah kegiatan mener ima 

berkas pendaftaran dan menel i t i persyaratan admin is t ras i 

Bakal Calon Perangkat Desa. 

15. Penyaringan Perangkat Desa adalah kegiatan yang 

d i l akukan setelah penjar ingan selesai d i laksanakan. 

16. D u s u n adalah bagian wi layah kerja Pemerintahan Desa 

yang merupakan kesatuan wi layah dan penduduk dan 

d ip imp in oleh Kepala D u s u n . 

17. T im Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya 

d isebut T i m adalah T i m yang d iben tuk oleh Kepala Desa 

u n t u k menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan 

Perangkat Desa. 

18. Baka l Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut 

Bakal Calon adalah setiap orang yang te lah mendaf tarkan 

d i r i sebagai calon Perangkat Desa. 

19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon 

adalah Baka l Calon yang te lah mela lu i penel i t ian dan 

memenuh i persyaratan admin is t ras i yang d i l akukan oleh 

T im. 

20. Har i adalah h a r i kerja. 

2 1 . Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut 

Rekomendasi adalah persetujuan a tau penolakan ter tu l is 

dar i Camat terhadap Calon Perangkat Desa berdasarkan 

persyaratan yang d i t en tukan da lam penjaringan, 



penyaringan, pengangkatan dan pemberhent ian Perangkat 

Desa. 

22 . Putusan Pengadilan adalah pernyataan h a k i m yang 

d iucapkan da lam sidang pengadilan te rbuka , yang dapat 

berupa pemidanaan a tau bebas a tau lepas dar i segala 

t u n t u t a n h u k u m . 

23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya a tau 

keadaannya berdasarkan b u k t i permulaan pa tu t diduga 

sebagai pe laku t indak p idana 

24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang d i t u n t u t , 

d iper iksa dan d iad i l i d i pengadilan. 

25. Terpidana adalah seorang yang d ip idana berdasarkan 

p u t u s a n pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

h u k u m tetap. 

Pasal 2 

Pengangkatan dan pemberhent ian perangkat desa 

berdasarkan pada asas: 

a. rekognisi ; 

b. kesetaraan; 

c. kepast ian h u k u m ; 

d. ket idak berp ihakan; 

e. kecermatan; 

f. kepent ingan u m u m ; dan 

g. t i dak menyalahgunakan kewenangan. 

Pasal 3 

Tu juan d iben tuknya peraturan daerah i n i adalah: 

a. u n t u k menc iptakan ter t ib penyelenggaraan pemer intahan 

desa; 

b. member ikan kepast ian dan per l indungan setiap warga 

negara u n t u k dapat berpart is ipasi da lam pembangunan 

desa; 

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan 

pemberhent ian perangkat desa; I 



d. member ikan batasan wewenang bagi pejabat daerah 

m a u p u n desa da lam pelaksanaan pengangkatan dan 

pemberhent ian perangkat desa. 

BAB I I 

PERANGKAT DESA 

Pasal 4 

(1) Perangkat Desa te rd i r i atas: 

a. sekretariat Desa; 

b. pelaksana kewi layahan; dan 

c. pelaksana teknis . 

(2) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), bertugas m e m b a n t u Kepala Desa da lam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d iangkat oleh Kepala Desa setelah d ikonsu l tas ikan dengan 

Camat. 

BAB I I I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan Perangkat Desa 

Pasal 5 

(1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai u n s u r pembantu 

Kepala Desa. 

(2) Da lam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), bertanggung j awab 

kepada Kepala Desa. 



Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa 

Paragraf 1 

Sekretariat Desa 

Pasal 6 

(1) Sekretariat Desa sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 2 

ayat (1) h u r u f a, d i p imp in oleh Sekretaris Desa dan 

d iban tu oleh u n s u r staf sekretariat. 

(2) Sekretariat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

pa l ing banyak terd i r i atas 3 (tiga) u r u s a n , y a i t u Urusan 

Tata Usaha dan U m u m , Urusan Keuangan, dan Urusan 

Perencanaan, dan pal ing sedikit 2 (dua) u r u s a n y a i t u 

Urusan U m u m dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. 

(3) Masing-masing u r u s a n sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2) d ip imp in oleh Kepala Urusan . 

Paragraf 2 

Pelaksana Kewilayahan 

Pasal 7 

(1) Pelaksana kewi layahan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 2 ayat (1) h u r u f b, merupakan u n s u r pembantu 

Kepala Desa sebagai sa tuan tugas kewi layahan. 

(2) J u m l a h u n s u r Pelaksana kewi layahan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i t en tukan secara proporsional 

antara pelaksana kewi layahan yang d i b u t u h k a n dengan 

kemampuan keuangan desa serta memperhat ikan luas 

wi layah kerja, karakter is t ik , geografis, j u m l a h kepadatan 

penduduk , serta sarana prasarana penunjang tugas. 

(3) Tugas kewi layahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

me l iput i penyelenggaraan pemer intahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

(4) Pelaksana kewi layahan d i laksanakan oleh Kepala D u s u n 

a tau sebutan la in yang d i te tapkan lebih lan ju t da lam 
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Peraturan B u p a t i dengan memperhat ikan kond is i sosial 

budaya masyarakat setempat. 

Paragraf 3 

Pelaksana Teknis 

Pasal 8 

(1) Pelaksana teknis sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 

ayat (1) h u r u f c, merupakan u n s u r pembantu Kepala Desa 

sebagai pelaksana tugas operasional. 

(2) Pelaksana teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

pa l ing banyak terd i r i atas 3 (tiga) seksi y a i t u Seksi 

Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, 

pa l ing sedikit 2 (dua) seksi ya i tu Seksi Pemerintahan serta 

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. 

(3) Masing-masing seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 9 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai susunan organisasi, tugas 

dan fungsi Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan 

Pelaksana Teknis, d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i . 

BAB IV 

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Tahapan Pengisian Perangkat Desa 

Pasal 10 

(1) Pengisian Perangkat Desa d i l akukan mela lu i tahapan: 

a. penjar ingan; 

b. penyaringan; dan 

c. pengangkatan. 

(2) Pelaksanaan penjar ingan dan penyar ingan bakal calon 

Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan pal ing lama 2 (dua) bu l an setelah j aba tan 

perangkat desa kosong a t au d i b e rhen t i kan ./ 



(3) Pengisian Perangkat Desa selain d i l akukan mela lu i 

mekanisme sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat 

d i l a k u k a n mela lu i mutas i . 

Bagian Kedua 

Persyaratan Baka l Calon 

Pasal 11 

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dar i warga 

Desa yang telah memenuh i persyaratan u m u m dan 

persyaratan k h u s u s . 

(2) Persyaratan u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

adalah: 

a. bertakwa kepada T u h a n Yang Maha Esa; 

b. warga Negara Republ ik Indonesia; 

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945 serta memper tahankan dan 

memel ihara k e u t u h a n Negara Kesatuan Republ ik 

Indonesia dan Bh inneka Tunggal Ika ; 

d. berpendid ikan pal ing rendah tamat Sekolah Menengah 

U m u m a tau yang sederajat; 

e. berusia 20 (dua puluh) t a h u n sampai dengan 42 

(empat p u l u h dua) t a h u n , pada saat penu tupan 

pendaftaran; 

f. t idak pernah d i j a tuh i p idana penjara berdasarkan 

p u t u s a n pengadilan yang telah mempunya i kekuatan 

h u k u m tetap karena me lakukan t indak p idana yang 

d iancam dengan p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 

t a h u n ; 

g. t i dak sedang d icabut h a k p i l ihnya berdasarkan 

pu tusan pengadilan yang telah mempunya i kekuatan 

h u k u m tetap; 

h . sehat j a sman i dan rohani ; 

i . berke lakuan baik; 

j . mempunya i pemahaman bidang: 

1) pemer intahan; 

2) pembangunan; 
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3) admin is t ras i perkantoran; a tau 

4) admin is t ras i keuangan dan perencanaan. 

k. bagi Baka l Calon yang berasal dar i Pegawai Negeri 

Sipi l , TNI , Polri, Pegawai BUMN/BUMD wajib 

mendapatkan Iz in dar i atasan/pejabat yang 

berwenang; dan 

1. bagi anggota BPD yang mendaftar sebagai calon 

Perangkat Desa wajib m e n g u n d u r k a n d i r i sebagai 

anggota BPD dengan d i b u k t i k a n sura t pengunduran 

d i r i . 

(3) Persyaratan u m u m sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

d i lengkapi dengan persyaratan admin is t ra t i f berupa: 

a. surat pernyataan ber takwa kepada T u h a n Yang Maha 

Esa, d ibuat oleh yang bersangkutan d i atas kertas 

segel a tau d i atas kertas bermeterai c u k u p ; 

b. foto copy K a r t u Tanda Penduduk dan/atau Surat 

Keterangan Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan 

Indonesia yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; 

c. sura t pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945 memper tahankan dan 

memel ihara k e u t u h a n Negara Kesatuan Republ ik 

Indonesia dan Bh inneka Tunggal Ika , d ibua t oleh yang 

bersangkutan d i atas kertas segel a tau d i atas kertas 

bermeterai c u k u p ; 

d. foto copy ijazah dar i pend id ikan t ingkat dasar sampai 

dengan pendid ikan te rakh i r yang dilegalisasi oleh 

pejabat berwenang a tau Surat Keterangan dar i pejabat 

yang berwenang; 

e. foto copy ak ta ke lahiran a tau Surat Keterangan Kenal 

Lah i r dilegalisir Pejabat yang berwenang; 

f. surat keterangan t idak pernah d i j a tuh i p idana penjara 

berdasarkan p u t u s a n pengadi lan yang te lah 

mempunya i kekuatan h u k u m tetap karena me lakukan 

t indak p idana yang d iancam dengan p idana penjara 

pa l ing s ingkat 5 (lima) t a h u n , yang d i t e rb i tkan oleh 

Pengadilan Negeri setempat; / 
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g. sura t keterangan t idak sedang d icabut h a k p i l ihnya 

sesuai dengan p u t u s a n pengadilan yang telah 

mempunya i kekuatan h u k u m tetap, d ibua t oleh Ketua 

Pengadilan Negeri setempat; 

h . surat keterangan sehat j a sman i dan rohan i serta surat 

keterangan bebas narkoba dar i Rumah Sakit U m u m 

Daerah a tau dokter pemer intah; 

i . sura t Keterangan Catatan Kepolisian dar i 

Kepolisian Negara Republ ik Indonesia; 

j . sura t i z in dar i atasan/pejabat yang berwenang, bagi 

Baka l Calon yang berasal dar i Pegawai Negeri Sipi l , 

TNI , Polri, Pegawai BUMN a tau BUMD ; 

k. surat pengunduran d i r i bagi anggota BPD yang 

mendaftar sebagai perangkat desa yang d ibua t diatas 

kertas bermeterai cukup ; 

1. membuat surat pernyataan t idak mengundurkan d i r i 

dar i Calon Perangkat Desa yang d ibuat diatas kertas 

bermeterai c u k u p ; 

m . membuat surat pernyataan t idak menjadi pengurus 

a tau anggota parta i po l i t ik ; dan 

n . sura t permohonan menjadi Perangkat Desa yang 

d ibua t oleh yang bersangkutan d i atas kertas segel 

a tau bermaterai c u k u p bagi Perangkat Desa yang 

diproses mela lu i penjar ingan dan penyaringan. 

(4) Persyaratan k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana 

Teknis: 

1. mempunya i k emampuan teknis yang m e n d u k u n g 

pelaksanaan tugas berupa kemampuan 

menggunakan komputer m i n i m a l program microsoft 

office; dan 

2. bersedia bertempat t inggal dan berdomisi l i d i 

wi layah Desa setempat selama menjabat. 

b. bagi Baka l Calon Kepala D u s u n : 

1. mempunya i kemampuan memimp in masyarakat 

D u s u n setempat; dan i 
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2. bersedia bertempat t inggal dan berdomisi l i d i 

wi layah D u s u n setempat selama menjabat. 

(5) Persyaratan k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (4), 

d i lengkapi dengan persyaratan admin is t ra t i f berupa: 

a. bagi Baka l Calon pada Sekretariat dan Pelaksana 

Teknis di lengkapi dengan sura t pernyataan 

kesanggupan bertempat t inggal d i Desa yang 

bersangkutan selama menjadi Perangkat Desa; a tau 

b. bagi Bakal Calon Kepala D u s u n di lengkapi dengan 

surat pernyataan kesanggupan bertempat t inggal d i 

d u s u n yang bersangkutan selama menjadi kepala 

d u s u n . 

Bagian Ketiga 

Larangan dan Sanksi bagi Bakal Calon 

Pasal 12 

(1) Baka l Calon dan is ter i/suami Baka l Calon di larang 

mempunya i h u b u n g a n kekeluargaan derajat pertama 

dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan T im . 

(2) Baka l Calon yang t e rbuk t i melanggar ke tentuan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i gugurkan 

pencalonannya oleh T im. 

Pasal 13 

(1) Baka l Calon a tau Calon di larang member ikan a tau 

menjanj ikan sesuatu kepada p ihak terkai t baik langsung 

m a u p u n t idak langsung, dengan m a k s u d a tau da l ih 

apapun u n t u k d iangkat sebagai Perangkat Desa. 

(2) Baka l Calon a tau Calon yang t e rbuk t i melanggar 

ke tentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i gugurkan pencalonannya oleh T im. 

Pasal 14 

(1) Bakal Calon a tau Calon yang t e rbuk t i memalsukan 

persyaratan admin is t ra t i f mengenai d i r inya , d i gugurkan 

pencalonannya oleh T im . 

(2) Da lam ha l pemalsuan persyaratan sebagaimana d imaksud 

ayat (1) d ike tahu i setelah Calon d i lant ik , m a k a yang 
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bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ber laku. 

Bagian Keempat 

Perencanaan Pengisian Perangkat Desa 

Pasal 15 

(1) Paling lambat 20 (dua pu luh ) h a r i sejak tanggal 

pemberhent ian Perangkat Desa, Pemerintah Desa 

mengadakan rapat koordinas i bersama BPD u n t u k 

merencanakan pengisian Perangkat Desa. 

(2) Mater i rapat koordinas i sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), antara l a in rencana pembentukan T im, biaya serta 

agenda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa. 

Pasal 16 

(1) Paling lambat 7 (tujuh) ha r i sejak tanggal pemberhent ian 

Perangkat Desa, Kepala Desa me lakukan konsul tas i 

ter tu l is kepada Camat mengenai rencana pengangkatan 

Perangkat Desa. 

(2) Camat harus menyampaikan j awaban ter tu l is atas 

konsul tas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada 

Kepala Desa, pal ing lambat 7 (tujuh) h a r i sejak tanggal 

d i ter imanya konsul tas i da r i Kepala Desa. 

Bagian Kel ima 

Panit ia Pengawas 

Pasal 17 

(1) Sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat 

Desa, d i T ingkat Kecamatan d iben tuk Panit ia Pengawas. 

(2) Panitia Pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

adalah Panit ia yang d iben tuk da lam rangka pengawasan 

terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan 

Perangkat Desa. 

(3) Pembentukan Panit ia Pengawas d i te tapkan dengan 

Keputusan Camat. / 
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Pasal 18 

(1) Keanggotaan Panit ia Pengawas sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 17 ayat (1), t e rd i r i dar i : 

a. camat selaku Ketua; 

b. sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; 

c. kas i Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota; dan 

d. u n s u r la innya yang d ipandang per lu sebagai anggota. 

(2) Tugas dan kewenangan Panit ia Pengawas terd i r i dar i : 

a. membantu T i m da lam mempers iapkan, memfasi l i tasi 

dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian 

kekosongan Perangkat Desa; dan 

b. member ikan rekomendasi pembata lan kepada T im 

Pengangkatan terhadap hasi l pengisian kekosongan 

Perangkat Desa apabi la t e rbuk t i proses 

pelaksanaannya bertentangan dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

T im Pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 19 

(1) Da lam mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, Kepala 

Desa dapat memben tuk T i m yang d i te tapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. 

(2) T i m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i da r i 

seorang ketua, seorang sekretaris dan m in ima l seorang 

anggota. 

(3) Ketentuan lebih l an ju t mengenai tugas dan fungsi T i m 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i a tu r dalam 

Peraturan Kepala Desa. / 
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Bagian Ke tu juh 

Penjaringan 

Pasal 20 

(1) Penjaringan Baka l Calon Perangkat Desa d i laksanakan 

mela lu i Pengumunan kekosongan Perangkat Desa dan 

Pendaftaran Baka l Calon Perangkat Desa. 

(2) Pengumuman sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i l a k u k a n secara te r tu l i s oleh T i m pal ing lambat 5 (lima) 

h a r i sejak T im d ibentuk . 

(3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2), T im membuka pendaftaran Baka l Calon selama 7 

(tujuh) h a r i sejak pengumuman d isampaikan. 

(4) Pendaftaran Baka l Calon d i l akukan dengan mekanisme 

sebagai ber ikut : 

a. Baka l Calon menga jukan sura t l amaran kepada Kepala 

Desa me la lu i T im , dengan di lengkapi persyaratan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 9; 

b. T i m me lakukan penel i t ian dan klar i f ikas i terhadap 

kelengkapan persyaratan admin is t ras i yang d ia jukan 

oleh Baka l Calon selama 7 (tujuh) ha r i ; 

c. apabi la da lam penel i t ian berkas l amaran mas ih 

d i t emukan persyaratan yang t idak lengkap, maka T im 

harus member i t ahukan kepada Bakal Calon pa l ing 

lambat 1 (satu) ha r i sejak selesainya penel i t ian 

kelengkapan persayaratan admin is t ras i Baka l Calon; 

d. Bakal Calon yang telah d iber i tahu berkas lamarannya 

t idak lengkap, ha rus melengkapi da lam w a k t u 5 (lima) 

h a r i sejak d iber i tahu oleh T im ; dan 

e. Bakal Calon yang t idak dapat melengkapi berkas 

l amaran da lam j angka w a k t u sebagaimana d imaksud 

pada h u r u f d, maka d inya takan gugur dan berkas 

l amaran d ikemba l ikan kepada yang bersangkutan 

dengan b u k t i tanda ter ima dar i T im. 

(5) Apabi la sampai dengan berakh i rnya w a k t u pendaftaran 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3) Baka l Calon yang 
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mcndaftar k u r a n g dar i 2 (dua) orang, T i m memperpanjang 

pendaftaran selama 5 (lima) ha r i . 

(6) Apabi la da lam perpanjangan pendaftaran sebagaimana 

d imaksud pada ayat (5), Baka l Calon yang mendaftar 

k u r a n g dar i 2 (dua) orang, proses penjar ingan d inyatakan 

gagal. 

(7) Kegagalan proses penjar ingan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (6), d inyatakan da lam Ber i ta Acara dan 

d i laporkan oleh T i m kepada Kepala Desa. 

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana d imaksud pada ayat 

(7), Kepala Desa mengagendakan penjar ingan dan 

penyaringan kembal i Calon Perangkat Desa setelah 

tersedia anggaran da lam APB Desa. 

(1) Baka l Calon yang j u m l a h n y a leb ih dar i 1 (satu) dan berkas 

lamarannya te lah memenuh i persyaratan, d i te tapkan 

menjadi Calon oleh T i m dengan Ber i ta Acara Penetapan 

Calon. 

(2) Penetapan Calon sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laksanakan pal ing lama 3 (tiga) ha r i sejak berakhi rnya 

proses penjar ingan. 

(3) Bagi Calon yang te lah d i te tapkan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) t idak d ibenarkan mengundurkan d i r i dan 

apabi la yang bersangkutan m e n g u n d u r k a n d i r i , secara 

admin is t ra t i f dianggap t idak m e n g u n d u r k a n d i r i . 

(1) Penyaringan Calon Perangkat Desa d i laksanakan mela lu i 

seleksi ter tu l is dan wawancara. 

(2) Seleksi ter tu l is sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan oleh T i m dengan Mater i u j i an ter tu l i s t e rd i r i 

dar i mater i Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan Desa, 

Pasal 21 

Bagian Kedelapan 

Penyaringan 

Pasal 22 
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Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, dan 

Pemberdayaan Masyarakat serta pengetahuan u m u m . 

(3) Bobot n i l a i dar i seleksi t e r tu l i s sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), secara kese luruhan pal ing t inggi adalah 100 

(seratus). 

(4) T i m menyampaikan has i l seleksi kepada Kepala Desa 

u n t u k selanjutnya d i u s u l k a n kepada Camat guna 

mendapatkan Rekomendasi. 

Pasal 23 

(1) Seleksi Calon d i laksanakan pa l ing lambat 3 (tiga) h a r i 

sejak penetapan Calon. 

(2) Pelaksanaan seleksi Calon d i laksanakan pal ing lama 3 

(tiga) ha r i . 

(3) Seleksi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan secara be ru ru tan , m u l a i da r i seleksi ter tu l i s 

dan wawancara. 

(4) Hasi l seleksi sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

d i l a k u k a n peni la ian secara t ransparan dengan d isaks ikan 

oleh T im dan calon. 

(5) Da lam ha l has i l seleksi sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2) terdapat n i l a i yang sama dar i dua calon a tau lebih, 

maka terhadap calon yang memperoleh n i l a i yang sama 

d i l akukan seleksi t ambahan ter tu l i s sampai dengan 

terdapat selisih n i la i u n t u k menentukan u r u t a n per ingkat 

yang bersangkutan. 

(6) Peringkat n i l a i d i tuangkan da lam Ber i ta Acara yang 

d i tanda tangani oleh T im . 

Bagian Kesembilan 

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah 

Pasal 24 

(1) Panit ia Pengawas mener ima laporan pelanggaran pada 

setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.^ 
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(2) Pelanggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i laporkan oleh warga masyarakat dan/atau Calon 

Perangkat Desa. 

(3) Laporan d isampaikan secara te r tu l i s yang berisi : 

a. nama dan a lamat pelapor; 

b. w a k t u dan tempat kejadian perkara; 

c. nama dan a lamat pelanggar; 

d . nama dan a lamat saksi ; 

e. u r a i a n kejadian. 

(4) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (3), 

d i sampaikan kepada Panit ia Pengawas selambat-

lambatnya 3 (tiga) ha r i sejak ter jadinya pelanggaran. 

Pasal 25 

(1) Panit ia Pengawas mengkaj i dan menyelesaikan setiap 

laporan pelanggaran yang d i ter ima. 

(2) Penyelesaian laporan pelanggaran sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) pa l ing lambat da lam j angka w a k t u 30 (tiga 

pu luh ) ha r i . 

(3) Penyelesaian setiap laporan pelanggaran yang t idak 

mengandung u n s u r p idana, keputusan Panit ia Pengawas 

bersifat f inal dan mengikat . 

(4) Laporan pelanggaran yang mengandung u n s u r p idana 

d i t e ruskan kepada penyidik. 

(5) Penyelesaian sengketa yang t idak mengandung u n s u r 

pidana sebagaimana d imaksud pada ayat (2), keputusan 

Panit ia Pengawas bersifat f inal dan mengikat. 

Bagian Kesepuluh 

Konsultas i dan Rekomendasi 

Pasal 26 

(1) Kepala Desa me lakukan konsul tas i ter tu l i s kepada Camat 

mengenai has i l penjar ingan dan penyaringan Calon, pa l ing 

lambat 7 (tujuh) h a r i sejak d i ter imanya laporan hasi l 

seleksi dar i T im . / 
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(2) Terhadap konsul tas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

Camat harus member ikan Rekomendasi pa l ing lambat 7 

(tujuh) h a r i sejak d i ter imanya mater i konsul tas i . 

(3) Rekomendasi sebagaimana d imaksud pada ayat (2), beris i 

persetujuan a tau penolakan terhadap masing-masing 

Calon berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan Calon 

yang bersangkutan. 

(4) Da lam ha l Rekomendasi Camat hanya menyetu ju i 1 (satu) 

Calon, m a k a Calon yang d ise tu ju i tersebut d iangkat oleh 

Kepala Desa menjadi Perangkat Desa. 

(5) Da lam h a l Rekomendasi Camat menyetu ju i leb ih dar i 1 

(satu) Calon, maka Calon yang d ise tu ju i yang mempunya i 

per ingkat n i l a i pa l ing t inggi d iangkat oleh Kepala Desa 

menjadi Perangkat Desa. 

(6) Da lam ha l Rekomendasi Camat beris i penolakan terhadap 

semua Calon, Kepala Desa mengagendakan penjaringan 

dan penyaringan kembal i Calon Perangkat Desa setelah 

tersedia anggaran da lam APB Desa. 

Bagian Kesebelas 

Pengangkatan dan Pelantikan 

(1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), d i te tapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. 

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), d i te tapkan pa l ing lambat 14 (empat belas) h a r i sejak 

d i te tapkannya Rekomendasi persetujuan Camat. 

(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), m u l a i be r l aku pada tanggal pe lant ikan Perangkat Desa 

yang bersangkutan. 

(1) Paling lambat 14 (empat belas) h a r i sejak d i te tapkannya 

Keputusan Kepala Desa sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 27 

Pasal 28 
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Pasal 27 ayat (2), Perangkat Desa yang telah diangkat 

harus d i l an t ik . 

(2) Perangkat Desa d i l an t ik dan d iambi l sumpah oleh Kepala 

Desa. 

(3) Kepada Perangkat Desa yang te lah d i l an t ik d iber ikan 

Sal inan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 29 

(1) Pada saat Pelant ikan, Perangkat Desa mengucapkan 

sumpah/ jan j i sesuai agamanya. 

(2) Susunan kata-kata sumpah/ jan j i adalah sebagai ber ikut : 

"Demi A l lah/Demi T u h a n / O m Atah Paramawisesa/Demi 

Sang Hyang Adi B u d h a (disesuaikan dengan agama yang 

d ianut ) , saya bersumpah/ber janj i : bahwa saya akan 

memenuh i kewaj iban saya se laku Perangkat Desa dengan 

sebaik-baiknya, se ju jur- ju jurnya dan seadil-adilnya; 

bahwa saya akan selalu taat da lam mengamalkan dan 

memper tahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan 

bahwa saya akan menegakkan keh idupan demokrasi dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konst i tus i Negara, 

serta segala peraturan perundang-undangan yang ber laku 

bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republ ik 

Indonesia. 

( u n t u k penganut agama Kr isten Protestan / Kathol ik , 

d i a k h i r i dengan ucapan "Semoga T u h a n menolong saya" 

(3) Ketentuan lebih lan ju t mengenai tata cara pe lant ikan 

Perangkat Desa, d i a tu r da lam Peraturan Bupa t i . 

Bagian Kedua belas 

Biaya pengangkatan Perangkat Desa 

Pasal 30 

(1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa d ibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(2) Ketentuan lebih lan ju t mengenai Penganggaran, 

pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 

biaya Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d ia tur da lam Peraturan Bupat i . a 
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BAB V 

MASA JABATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 31 

Masa j aba tan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa 

d i l an t ik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam 

puluh ) t a h u n . 

BAB VI 

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA (NIPD), J A M KERJA DAN 

PAKAI AN DINAS PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Nomor I n d u k Perangkat Desa (NIPD) 

Pasal 32 

(1) Pemerintah Daerah memfasi l i tasi Pemberian Nomor I n d u k 

Perangkat Desa (NIPD). 

(2) Ketentuan Lebih l an ju t mengenai Nomor I n d u k Perangkat 

Desa (NIPD) d i a tu r da lam Peraturan Bupat i . 

Bagian Kedua 

J a m Kerja Perangkat Desa 

Pasal 33 

(3) J a m kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan 

ke tentuan j a m kerja yang ber laku d i l ingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(4) Perangkat Desa waj ib mema tuh i j a m kerja sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1). 

Bagian Ketiga 

Pakaian Dinas Perangkat Desa 

Pasal 34 

(1) Pakaian Dinas Perangkat Desa menyesuaikan dengan 

ketentuan paka ian d inas yang ber laku d i l ingkungan 

Pemerintah Daerah. 
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(2) Perangkat Desa waj ib m e m a t u h i ke t en tuan pakaian dinas 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

BAB VI I 

MUTASI, DEMOSI, DAN PROMOSI PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Mutas i 

Pasal 35 

(1) Mutas i Perangkat Desa d i laksanakan dengan ke tentuan 

sebagai ber ikut : 

a. mengisi kekosongan j aba t an Perangkat Desa; 

b. d i laksanakan da lam s i tuas i yang sangat mendesak dan 

da lam rangka memperkuat penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat ; 

c. t i dak berakibat berubahnya penghasi lan bagi 

Perangkat Desa yang d imutas ikan ; dan 

d. d i laksanakan antar u n s u r yang setara dan yang 

bersangkutan sudah melaksanakan tugas pada 

jaba tannya pa l ing sedikit 3 (tiga) t a h u n . 

(2) Mutas i Perangkat Desa d i te tapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa setelah berkonsul tas i dan mendapat 

persetujuan ter tu l is da r i Camat. 

Bagian Kedua 

Demosi 

Pasal 36 

(1) Kepala desa berwenang me l akukan demosi terhadap 

perangkat desa. 

(2) Demosi d i l a k u k a n d idasarkan pada has i l evaluasi k iner ja 

terhadap perangkat desa yang t idak m a m p u 

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi yang te lah d i te tapkan a tau melanggar larangan. 

(3) Demosi t idak mengakibatkan, pegawai yang bersangkutan 

kehi langan status sebagai pegawai desa. / 
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(4) Demosi yang mengak ibatkan perangkat desa 

d iberhent ikan, waj ib memenuh i persyaratan dan prosedur 

yang d i t en tukan da lam pera turan daerah i n i . 

Bagian Ketiga 

Promosi 

Pasal 37 

(1) Kepala Desa berwenang u n t u k me l akukan promosi j aba tan 

kepada staf a tau perangkat desa. 

(2) Promosi d i l akukan karena adanya prestasi kerja yang 

dapat m e n d u k u n g penyelenggraan pemer intahan desa. 

BAB VII I 

CUTI BAGI PERANGKAT DESA 

Pasal 38 

(1) Perangkat Desa dapat d iber ikan c u t i da lam j angka w a k t u 

ter tentu karena alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(2) Cu t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d ia jukan oleh 

yang bersangkutan secara te r tu l i s kepada Kepala Desa 

dengan d i l amp i r i sura t keterangan yang d iper lukan. 

(3) Cu t i yang d iber ikan antara l a in : 

a. c u t i sakit ; 

b. c u t i bersal in; a tau 

c. c u t i karena alasan pent ing. 

(4) Ketentuan lebih l an ju t mengenai c u t i bagi Perangkat Desa 

d ia tur da lam Peraturan Bupat i . 

BAB IX 

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA 

Pasal 39 

Perangkat Desa di larang: 

a. merug ikan kepent ingan u m u m ; 

b. membuat kepu tusan yang mengun tungkan d i r i sendiri , 

anggota keluarga, p ihak la in dan/atau golongan ter tentu ; / 
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c. menya lahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau 

kewajibannya; 

d. me lakukan t i ndakan d i sk r im ina t i f terhadap warga 

dan/atau golongan masyarakat t e r t entu ; 

e. me lakukan t i ndakan meresahkan sekelompok masyarakat 

Desa; 

f. me lakukan ko lus i , ko rups i d a n nepotisme, mener ima 

uang, barang, dan/atau jasa dar i p ihak la in yang dapat 

mempengaruhi kepu tusan a tau t i ndakan yang akan 

d i l akukannya ; 

g. menjadi pengurus par ta i pol i t ik ; 

h . menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi ter larang; 

i . merangkap j aba tan sebagai ke tua dan/atau anggota BPD, 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republ ik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Daerah Republ ik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi a tau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan j aba tan 

la in yang d i t en tukan da lam pera turan perundang-

undangan; 

j . i k u t serta dan/atau ter l ibat da lam kampanye pemi l ihan 

u m u m dan/atau pemi l ihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/ jan j i j aba tan ; 

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh ) ha r i kerja 

b e r t u r u t - t u r u t tanpa alasan yang je las dan t idak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

BAB X 

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN 

SEMENTARA PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Pemberhentian Perangkat Desa 

Pasal 40 

(1) Perangkat Desa berhent i karena: 

a. meninggal dun ia ; 

b. permintaan sendir i ; a tau 

c. d i b e rhen t i kan . / 



-27-

(2) Perangkat Desa yang d iberhent ikan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f c, karena: 

a. us ia te lah genap 60 (enam puluh ) t a h u n ; 

b. d inyatakan sebagai terpidana yang d iancam dengan 

p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) t a h u n 

berdasarkan p u t u s a n pengadi lan yang telah 

mempunya i k ekua tan h u k u m tetap; 

c. berhalangan tetap; 

d. t i dak lagi memenuh i syarat sebagai Perangkat Desa; 

dan/atau 

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. 

Pemberhentian Perangkat Desa d i laksanakan dengan 

mekanisme sebagai be r ikut : 

a. kepala Desa me lakukan konsul tas i dengan Camat 

mengenai pemberhent ian Perangkat Desa; 

b. camat member ikan Rekomendasi t e r tu l i s yang memuat 

mengenai pemberhent ian Perangkat Desa yang telah 

d ikonsu l tas ikan dengan Kepala Desa d idasarkan pada 

persyaratan pemberhent ian Perangkat Desa; dan 

c. rekomendasi t e r tu l i s Camat d i jad ikan dasar oleh kepala 

Desa da lam pemberhent ian Perangkat Desa dengan 

Keputusan Kepala Desa. 

Bagian Kedua 

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa 

Pasal 42 

(1) Perangkat Desa d iberhent ikan sementara oleh Kepala Desa 

setelah berkonsul tas i dengan Camat. 

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) karena: 

a. d i te tapkan sebagai tersangka da lam t indak p idana 

korups i , terorisme, makar , dan a tau t indak pidana 

Pasal 4 1 

terhadap keamanan negara; 
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b. d inya takan sebagai terdakwa yang d iancam dengan 

p idana penjara pa l ing lama 5 (lima) t a h u n berdasarkan 

register perkara d i pengadilan; 

c. tertangkap tangan dan d i tahan ; dan 

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang 

d i a tu r sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-

undangan. 

(3) Perangkat Desa yang d iberhent ikan sementara 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a, h u r u f b dan 

h u r u f c d i pu tus bebas a tau t idak t e rbuk t i bersalah oleh 

Pengadilan dan telah berkekuatan h u k u m tetap maka 

d ikembal ikan kepada j aba tan semula. 

BAB X I 

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA 

Pasal 43 

(1) Da lam h a l terjadi kekosongan j aba tan Perangkat Desa 

maka tugas Perangkat Desa yang kosong d i laksanakan 

oleh pelaksana tugas yang d i rangkap oleh Perangkat Desa 

la in yang tersedia. 

(2) Pelaksana tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i te tapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas 

yang tembusannya d isampaikan kepada Bupa t i mela lu i 

Camat pa l ing lambat 7 (tujuh) har i , t e rh i tung sejak tanggal 

penugasan. 

(3) Pengisian j aba tan Perangkat Desa yang kosong pa l ing 

lambat 2 (dua) bu l an sejak Perangkat Desa yang 

bersangkutan berhent i . 

(4) Pengisian j aba tan Perangkat Desa sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) dapat d i l a k u k a n dengan cara: 

a. mutas i j aba t an antar Perangkat Desa d i 

l ingkungan Pemerintah Desa; 

b. penjar ingan dan penyaringan Calon Perangkat Desa. 

(5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada 

ayat (4) d ikonsu l tas ikan dengan Camat./ 
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BAB X I I 

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA 

Pasal 44 

(1) Selain penghasi lan tetap, Perangkat Desa menerima 

j a m i n a n kesehatan dan j a m i n a n sosial ketenagakerjaan 

serta dapat mener ima tun jangan tambahan penghasi lan 

dan pener imaan la innya yang sah dengan memperhat ikan 

masa kerja dan j aba tan Perangkat Desa. 

(2) J a m i n a n kesehatan dan j a m i n a n sosial ketenagakerjaan 

sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) sesuai dengan 

ke ten tuan pera turan perundang-undangan. 

(1) Pegawai Negeri Sipi l yang t e rp i l i h dan d iangkat menjadi 

Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan 

sementara dar i j aba tannya selama menjadi Perangkat 

Desa tanpa kehi langan haknya sebagai Pegawai Negeri 

Sipi l . 

(2) Pegawai Negeri Sipi l yang t e rp i l i h d a n diangkat menjadi 

Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berhak mener ima h a k n y a sebagai Pegawai Negeri Sipi l , 

mendapatkan tun jangan Perangkat Desa dan pendapatan 

la innya yang sah yang bersumber da r i Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa ./ 

Pasal 45 
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BAB XI I I 

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA 

Pasal 46 

(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang te lah 

d iangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib meng iku t i 

pelat ihan awal masa tugas dan program-program 

pelat ihan yang d i laksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. 

(2) Biaya pe lat ihan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

dan sumber l a in yang sah. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum di te tapkannya 

Peraturan Daerah i n i tetap melaksanakan tugas sampai 

habis masa tugasnya. 

(2) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

berusia k u r a n g dar i 60 (enam pu luh ) t a h u n sepanjang 

memenuh i persyaratan u m u m dan k h u s u s sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 11 dapat d iangkat sampai dengan 

usia 60 (enam puluh ) t a h u n . / 

BB 
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan Pengundangan 

Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bombana. 

PA R A F K O O R D I N A S I 
NO UNIT/SATUAN K E R J A P A Q A F 

l 

2 3 3 3 4 V 

5 M 

Dite tapkan d i Rumbia 

pada tanggal, S" JUJJ 

BUPATI BO 

TAFDIL 

2021 

D iundangkan d i Rumbia 

pada tanggal, 5 J U U 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR .3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI 

TENGGARA:(3/55/2021). 
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PEN JELAS AN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

I . U M U M 

Dalam rangka men ingka tkan ke lancaran penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, peran 

Perangkat Desa m u t l a k d i b u t u h k a n , agar pelayanan kepada masyarakat 

berjalan opt ima l seiring dengan d inamika perkembangan otonomi desa yang 

sedang berjalan. 

Guna mewu judkan h a l tersebut dan da lam rangka men jamin kepast ian 

h u k u m dalam pengangkatan dan pemberhent ian Perangkat Desa, maka per lu 

adanya payung h u k u m sebagai pedoman da lam pengangkatan dan 

pemberhent ian Perangkat Desa. 

Dengan d i t e rb i tkannya Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 T a h u n 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, serta Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 83 T a h u n 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana 

te lah d iubah dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 67 T a h u n 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 83 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah 

Daerah mempunya i kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhent ian 

Perangkat Desa da lam Peraturan Daerah 

I I . PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

C u k u p jelas. I 



-33-

2 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan asas rekognisi , y a i tu pengakuan 

terhadap hak asal u s u l ; 

H u r u f b 

Yang d imaksud dengan asas kesetaraan, ya i tu kesamaan 

da lam k e d u d u k a n dan peran da lam penyelenggaraan 

pemer intahan desa 

H u r u f c 

Yang d imaksud dengan asas kepast ian h u k u m , y a k n i asas 

da lam negara h u k u m yang mengutamakan landasan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan, kepatutan , keajegan, dan 

keadi lan da lam setiap kebi jakan penyelenggaraan 

pemer intahan. 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan asas ket idak berp ihakan y a k n i asas 

yang mewaj ibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

menetapkan dan/atau me lakukan Keputusan dan/atau 

T indakan dengan memper t imbangkan kepentingan para p ihak 

secara kese luruhan dan t idak d i skr im ina t i f 

H u r u f f 

Yang d imaksud dengan asas kecermatan y a k n i asas yang 

mengandung a r t i bahwa suatu Keputusan dan/atau T indakan 

ha rus d idasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap 

u n t u k m e n d u k u n g legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan 

Keputusan dan/atau T indakan sehingga Keputusan dan/atau 

T indakan yang bersangkutan d ipers iapkan dengan cermat 

sebelum Keputusan dan/atau T indakan tersebut d i te tapkan 

dan/atau d i l akukan . 

H u r u f g 

Yang d imaksud dengan asas kepent ingan u m u m yakn i adalah 

asas yang mendahu lukan kesejahteraan dan kemanfaatan 

u m u m dengan cara yang aspirati f , akomodati f , selektif, dan 

t idak d iskr iminat i f . 
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H u r u f h 

Yang d imaksud dengan asas t idak menya lahgunakan 

kewenangan, y a k n i asas yang mewaj ibkan setiap Badan 

dan / a tau Pejabat Pemerintahan t idak menggunakan 

kewenangannya u n t u k kepent ingan pr ibad i a tau kepentingan 

yang l a in dan t idak sesuai dengan t u j u a n pemberian 

kewenangan tersebut, t i dak melampaui , t idak 

menya lahgunakan, dan/atau t i dak mencampuradukkan 

kewenangan 

Pasal 3 

C u k u p jelas. 

Pasal 4 

C u k u p jelas. 

Pasal 5 

C u k u p jelas. 

Pasal 6 

C u k u p jelas. 

Pasal 7 

C u k u p je las 

Pasal 8 

C u k u p jelas.. 

Pasal 9 

C u k u p je las 

Pasal 10 

C u k u p jelas. 

Pasal 11 

A y a t ( l ) 

C u k u p jelas. 

Ayat (2) 

H u r u f a 

C u k u p jelas. 

H u r u f b 

C u k u p jelas. 

H u r u f c 

C u k u p jelas. / 



-35-

H u r u f d 

Yang d imaksud "Sekolah Menengah U m u m atau yang 

sederajat" adalah Sekolah Menengah Ke juruan, Madrasah 

Al iyah, Uj ian Persamaan Lan jutan setingkat Sekolah Menengah 

U m u m yang diselenggarakan oleh Pemerintah a tau d iaku i 

keberadaannya oleh Pemerintah. 

H u r u f e 

Usia d i h i t u n g pada saat penu tupan pendaftaran sesuai dengan 

tanggal ke lah i ran yang t e r can tum da lam Akte Kelahiran. 

H u r u f f 

C u k u p jelas. 

H u r u f g 

C u k u p jelas. 

H u r u f h 

C u k u p jelas. 

H u r u f i 

C u k u p jelas. 

H u r u f j 

C u k u p jelas. 

H u r u f k 

C u k u p jelas. 

H u r u f 1 

C u k u p jelas. 

H u r u f m 

C u k u p jelas. 

Ayat (3) 

C u k u p jelas. 

Ayat (4) 

H u r u f a 

Angka 1 

Yang d imaksud dengan mempunya i kemampuan 

teknis adalah kemampuan menggunakan computer 

dengan penguasaan m i n i m i m a l program microsoft office. 

Angka 2 

C u k u p jelas. / 
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H u r u f b 

Angka 1 

C u k u p jelas. 

Angka 2 

C u k u p jelas. 

Ayat (5) 

C u k u p jelas. 

Pasal 12 

A y a t ( l ) 

Yang d imaksud dengan derajat pertama adalah hubungan keluarga 

Baka l Calon dan/atau i s t r i /suami , ba ik ke atas (ayah, ibu) , 

kesamping (adik, kakak) , ke bawah (anak dan menantu) . 

Ayat (2) 

C u k u p jelas. 

Pasal 13 

C u k u p jelas. 

Pasal 14 

C u k u p jelas. 

Pasal 15 

C u k u p jelas. 

Pasal 16 

C u k u p je las 

Pasal 17 

C u k u p je las 

Pasal 18 

C u k u p je las 

Pasal 19 

C u k u p je las 

Pasal 20 

C u k u p jelas 

Pasal 21 

C u k u p jelas. 

Pasal 22 

C u k u p jelas. 

Pasal 23 

C u k u p jelas. / 
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C u k u p jelas. 

Pasal 25 

C u k u p jelas. 

Pasal 26 

C u k u p jelas. 

Pasal 27 

C u k u p jelas. 

Pasal 28 

C u k u p jelas. 

Pasal 29 
C u k u p jelas. 

Pasal 30 

C u k u p jelas. 

Pasal 31 

C u k u p jelas. 

Pasal 32 

C u k u p jelas. 

Pasal 33 

C u k u p jelas. 

Pasal 34 

C u k u p jelas. 

Pasal 35 

C u k u p je las. 

Pasal 36 

C u k u p jelas. 

Pasal 37 

C u k u p Jelas. 

Pasal 38 

A y a t ( l ) 

C u k u p jelas. 

Ayat (2) 

C u k u p jelas. 

Ayat (3) 

H u r u f a 

C u k u p jelas. 
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H u r u f b 

C u k u p jelas. 

H u r u f c 

Cu t i karena alasan pent ing antara l a in berupa cu t i u n t u k 

melaksanakan ibadah ha j i /umroh . 

Ayat (4) 

C u k u p jelas. 

Pasal 39 

C u k u p jelas. 

Pasal 40 

C u k u p jelas. 

Pasal 41 

C u k u p jelas. 

Pasal 42 

C u k u p jelas. 

Pasal 43 

C u k u p jelas. 

Pasal 44 

C u k u p jelas. 

Pasal 45 

C u k u p jelas. 

Pasal 46 

C u k u p jelas. 

Pasal 47 

C u k u p jelas. 

Pasal 48 
C u k u p jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ... 


